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TERAS
THR Hak Pekerja

TUNJANGAN Hari Raya
(THR) bukan sekadar tradisi
tahunan, melainkan hak kon-
stitusional pekerja yang men-
jadi instrumen penting dalam
menjaga daya beli masyara-
kat menjelang hari raya.
Tahun ini, ketegasan peme-
rintah melalui Surat Edaran
Menteri  Ketenagakerjaan
Nomor  M/3/HK.04.00/11l/
2026 memberikan sinyal kuat
bahwa tidak ada ruang bagi
kompromi yang merugikan
buruh.  Dengan  instruksi
pembayaran penuh paling
fambat tujuh hari sebelum
hari raya dan larangan keras
terhadap sistem cicl, kebijak-
an ini menuntut integritas
para pengusaha untuk me--
nempatkan kesejahteraan
pekerja di atas kepentingan
likuiditas sesaat.

Langkah responsif diambil
oleh Pemerintah Kota Yogya-
karta melalui pembukaan
Posko Satgas Ketenagaker-
jaan Konsultasi THR 2026
yang beroperasi hingga 27
Maret mendatang. Kehadiran
posko ini, baik secara daring
maupun luring di Kantor Din-
sosnakertrans, merupakan
bentuk mitigasi dini yang pa-
tut diapresiasi. Dengan me-
nyediakan loket khusus
pengaduan dan konsultasi,
pemkot berupaya memang-
kas hambatan birokrasi bagi
pekerja yang merasa haknya
terancam, sekaligus mem-
berikan kanal bagi perusaha-
an yang membutuhkan Klari-
fikasi administratif.

Namun keberadaan posko
saja tidaklah cukup jika tidak
dibarengi dengan aksi jemput
bola. Rencana monitoring
langsung ke perusahaan-
perusahaan di wilayah Yog-
yakarta menjadi kunci efek-
tivitas pengawasan. Disemi-
nasi aturan yang intensif ke-
pada perwakilan perusahaan
diharapkan mampu memini-
malisir alasan ketidaktahuan
‘yang sering kali menjadi dalih
keterlambatan. Pengawasan
di lapangan inilah yang akan
membuktikan apakah regula-
si yang diterbitkan di Jakarta
mampu terimplementasi de-
ngan baik di tingkat daerah.

Kejelasan aturan dari Me-
naker Yassierli bahwa THR
Wwajib dibayar tunai dan tidak
dicicil adalah standar moral
dan hukum yang harus dijun-
jung tinggi. Di tengah dinami-
ka _ekonomi, pemenuhan
THR secara tepat waktu dan
tepat jumlah akan mencip-
takan stabilitas sosial dan hu-
bungan industrial yang har-
monis. Perusahaan yang pa-
tuh menunjukkan kematang-
an manajemen dan apresiasi
nyata terhadap aset paling
berharga mereka, yaitu tena-
gakerja. **
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